SALINAN
NOMOR 32, 2013

PERATURAN WALIKOTA MALANG

NOMOR 32 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATASPERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN,
PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan sistem

pengawasan dan pemantauan atas kepatuhan Wajib
Pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak daerah
yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah, perlu
dilakukan penyetoran Pajak Daerah tertentu melal ui

online system;

bahwa tata cara pembayaran pajak daerah yang
telah diatur dalam Peraturan Walikota Malang
Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran,
Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pgak

Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 20
Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran,
Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan
Penundaan Pembayaran Pagjak Daerah;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah,
JawaBarat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3472);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);



7.

10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah 15 Tahun 1987 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat Il Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat Il
Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3354);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan

Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua
kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Daerah  Kota Malang Nomor 4
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008
Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Maang Nomor 57);



M enetapkan

14.

15.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008
Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Malang Nomor 62);

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16
Tahun 2010 tentang Pagak Daerah (Lembaran
Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri B,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang
Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 20
TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN,
PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 20

Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat

Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 di antara angka 7 dan angka 8 disisipkan 1 (satu)

angka baru yaitu angka 7a dan ditambah 2 (dua) angka baru yaitu

angka 78 dan angka 79, sehingga berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 1

7a. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada

masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak.

78. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu

dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi

sertareal time.



79. Cash Management System yang selanjutnya disingkat CMS

adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang
diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup Kkegiatan
pengelolaan, pembayaran, penagihan dan likuiditas manajemen
sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi lebih efektif

dan efisien”.

2. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

)

©)

4)

©)

(6)

»Pasal 47

Pajak Hotel dipungut oleh Pemilik/ Pengusaha/ Pengelola/
Penanggung Jawab Hotel dan wajib disetor secara online
system melalui Bank tempat pembayaran yang ditunjuk
Walikota paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

Pajak  Restoran dipungut oleh  Pengusaha/ Pengelola/
Penanggung Jawab Restoran dan wajib disetor secara online
system melalui Bank tempat pembayaran yang ditunjuk
Walikota paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

Pajak Hiburan dipungut oleh Pemilik/ Pengusaha/ Pengelola/
Penanggung Jawab/ Penyelenggara kegiatan Hiburan yang
memungut bayaran dan wajib disetor secara online system
melalui Bank tempat pembayaran yang ditunjuk Walikota
paling lambat pada akhir bulan berikutnya dan/atau saat

penyel enggaraan hiburan.

Pajak Parkir yang dipungut oleh Pemilik/ Pengusaha/ Pengelola
Tempat Khusus Parkir yang memungut bayaran dan wajib
disetor secara online system melalui Bank tempat pembayaran
yang ditunjuk Walikota paling lambat pada akhir bulan

berikutnya.

Pajak Reklame disetor olen Penyelenggara Reklame/ Pemegang
Merk ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Dinas

Pendapatan Daerah saat menyelenggarakan reklame.

Pajak  Penerangan Jalan yang diselenggarakan oleh
PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara, dipungut oleh
PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara dan disetor Ke Kas
Daerah melalui tempat pembayaran pada Dinas Pendapatan

Daerah paling lamatanggal 20 bulan berikutnya.
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(7) Pajak Penerangan Jalan yang diselenggarakan oleh selain oleh
PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara, disetor langsung oleh
Wajib Pajak ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada
Dinas Pendapatan Daerah setiap akhir bulan berikutnya.

(8) Pajak Air Tanah disetor oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah
melalui tempat pembayaran pada Dinas Pendapatan Daerah
setiap akhir bulan berikutnya sejak pengambilan/ pemanfaatan

air tanah”.

Diantara Pasal 47 dan Pasal 48, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu
Pasal 47A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 47A

Hotel, Restoran, Tempat Hiburan, dan Tempat Khusus Parkir yang
melaksanakan pembayaran secara online, ditetapkan dalam

Keputusan Walikota”.

Diantara Pasal 52 dan Pasal 53, disisipkan 5 (lima) Pasal baru yaitu
Pasal 52A, Pasal 52B, Pasal 52C, Pasal 52D, dan Pasal 52E, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 52A

(1) Dalam rangka pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak,
Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala
Dinas Pendapatan Daerah berwenang menghubungkan sistem
informasi data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak
dengan sistem informasi yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan

Daerah secara online system.

(20 Online system pelaporan data transaksi usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi data transaksi usaha yang
menjadi dasar pengenaan Pajak pada Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak hiburan, dan Pajak Parkir.

(3) Data transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), merupakan data transaksi
pembayaran yang dilakukan oleh subyek Pajak atau
masyarakat kepada Wajib Pajak atas pelayanan di Hotel,

Restoran, tempat Hiburan, dan Tempat Khusus Parkir”.
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(1)

)

©)

(4)

®)

(1)

“Pasal 52B

Online system pelaporan data transaksi usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52A ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas
Pendapatan Daerah dengan menggunakan alat atau sistem
perekaman data transaksi usaha.

Alat atau sistem perekaman data transaksi usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi
pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A ayat (3).

Alat atau sistem perekam data sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha

Wajib Pajak secara harian dan besarnya pajak terutang.

Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah memilah

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir

yang terutang, maka alat atau sistem perekam data transaksi

usaha, merekam :

a. hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha sebelum pajak;
dan

b.jumlah pajak yang terutang berdasarkan pemilahan
dimaksud.

Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum memilah Pajak
Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, maka
alat atau sistem perekam data transaksi usaha, merekam :

a. hasil penerimaan jumlah pembayaran termasuk pajak; dan
b.penghitungan jumlah pajak yang terutang dari pembayaran

termasuk pagak tersebut”.

“Pasal 52C

Perekaman data transaksi usaha dan pembayaran pajak yang
terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52B, dapat
diketahui oleh Wajib Pajak, Bank dan Dinas Pendapatan
Daerah melalui CMS.



)

©)

1)

2)

©)

(4)

Penyajian CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat
rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wagjib Pajak, Bank dan
Pejabat Dinas Pendapatan Daerah yang ditunjuk oleh Kepala

Dinas Pendapatan Daerah.

Bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai
dengan kerahasiaan bank dan kerahasiaan di bidang
perpajakan daerah berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan”.

“Pasal 52D

Dalam rangka pelaksanaan online system pelaporan data
transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A
ayat (1) dan penyajian perekaman data melalui CMS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52C ayat (1), Walikota
menunjuk Bank Umum Pemerintah sebagai pelaksana

operasional online system.

Bank Umum Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

a memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank
Umum; dan

b. memiliki tingkat kesehatan keseluruhan paling kurang

tergolong cukup baik.

Pelaksana operasional online system oleh Bank Umum
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
melalui perjanjian kerja sama antara Walikota dengan

Pimpinan Bank Umum Pemerintah.

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

sekurang-kurangnya mengatur :

a. jenis pelayanan yang diberikan;

b. mekanisme pengel uaran/penyaluran dana melalui bank;

c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke
Rekening Kas Umum Daerah;

d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;

e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;

f. kewagiban menyampaikan laporan;



g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang
harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan
perjanjian; dan

h. tata carapenyelesaian perselisihan”.

“Pasal 52E

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan data transaksi
usaha akan diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri”.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
padatanggal 7 Oktober 2013

WALIKOTA MALANG,
ttd.
H.MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 7 Oktober 2013

SEKRETARISDAERAH KOTA MALANG,
ttd.
Dr.Drs.H. SHOFWAN, SH, M.S

Pembina Utama M adya
NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2013 NOMOR 32

Salinan sesuai aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Penata Tk. |
NI P. 19650302 199003 1 019




